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Tesisini mengkaji mengenai (i) kesejgjaran kedudukan Pemerintah dengan kedudukan pihak swasta, baik
individu maupun badan hukum, dalam suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, (ii) akibat hukum dari
perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian terhadap suatu
Kontrak Bisnisyang Berdimensi Publik; dan (iii) akibat hukum dari kerjasama usaha dalam rangka
penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang terdiri dari Nota K esepahaman (Memorandum of
Understanding) dan Perjanjian Pengembangan (Devel opment Agreement), sebagai Kontrak Bisnis yang
Berdimens Publik, terhadap para pihak yang mengikatkan diri.

Dan penelitian dan kajian yang penulis lakukan, secarateoritis-yuridis terdapat kedudukan yang sejajar
(koordinatif) antara pemerintah dengan pihak swasta dalam suatu kontrak bisnis. Dalam Kontrak Bisnis
yang Berdimens Publik, baik yang bersifat murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik,
Pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata.
Pengaruh hukum publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi
Pemerintah sebagal otoritas publik, yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam
mengadakan suatu kontrak bisnis, antara lain mengenai kewenangan, proses penentuan mitra, dan syarat-
syarat kontrak.

Perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian, memang
mempunyai akibat hukum terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, bergantung pada jenis
perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam kontrak bisnis mengaturnya. Sedang mengenai
kerjasama usahareklamasi Pantura Jakarta, kesejgjaran para pihak dalam kontrak tampak, misalnya, pada
kesepakatan penyel esaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kontrak bisnisini juga
perubahan hukum yang terjadi, misalnyaterkait dengan kewenangan Pemerintah Provins setelah
pemberlakuan otonomi daerah (1999), atau bahkan jika Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang
Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut, tidak mengkibatkan ilegalitas kontrak yang dapat menyebabkan
kontrak menjadi batal. Perubahan hukum tersebut hanya mengakibatkan perlunya penyesuaian sejumlah
klausula kontrak disepakati kembali oleh subyek hukum yang mengikatkan diri.
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